BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR -+ TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, BUSUNAN ORCANISASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIE: DINAS LINGKUNGAN HIDUI?
KABUPATEN BARIT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SZLATAN,

Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 41 ayal (4}
Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 avat (2] Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcdoman
Pembentukan dan Klasifikas: Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Telnis Daerah Jo Pasal 7 ayal {3} Peraturan Daerah Kabupaicn
Barilo Selatan Nomor 3 Tahan 2016 lentung Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeral Kabupaten Barito Selatan, Perlu
menelapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupalen Barito Selatan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan { Lembaran
Negara Republik Tndoaesia Tahun 1959 Nomer 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 lentang Pengelolaan
Sampai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 69;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ientang
Perlindungan  dan  Poengelolaan  Lingkungan  Hidup
{ Lembraran Negara Repu 2lik Indoncsia Tahun 2009 Nomor
140};

4. Peraturan Pemerinlah Nomor 82 Tahun 2001 (entang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Tambuahann Lembaran Megara Republik indonesia Tahun
2001 Nomor 4146);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 l(entang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah
Rumah Tangga { Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 188);
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Menetapkan

10.

11.

12,

14,

]

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentany [zin
Lingkungan { Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembsran Negara Republik [ndoncsia
Nomor 5617},

Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 20!6 tentang
Perangkat Daerah (Lemkaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indoncsia Nomor 5887);

Peraluran Menteri Lingkungan lidup Nomor & Tahun 2009
tentang Laboratorium Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tabun 2010
tentang Pedoman Pengelnlaan Sampah { Berita Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce dan Reuce dan
Reeyle mcelalni Bank Sampah ( Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2012 Ncomor 804);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P74 /Menlhk/Setjen/Kur.1 /872016  tentang  Pedoman
Nomcnklatur Peranglaat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kaota yang melaksanakan wusan pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan pemerintahan
Bidang kehutanan {Berite Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomeor 1324);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

lentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Dacrah Kabupatlen Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentuke n dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barite Selatan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Barite Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Barilo Selalan Nomor 2);

Peraturan Bupati Barite 3elatan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serie Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Selatan  (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPAT] TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HERJA
UNIT PELAKSANA TEKMS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITCG SELATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Passal 1

Dalam Perailuran Bupati ini, vang dimaksud dengan :

oy

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatar..
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatarn

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Selatan.

4. Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kahupaten Barite Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di hngkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabuparten Bariilo Selatan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil
Negara pada Kabupaten Barito Selatan.

V. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
untuk melaksanaksn kegiatan yang sesuai denpan  profesinya  dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAR i1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

{1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinus
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

{2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimsksud pada ayat (1), meliputi :

a. UPT Laburatorium Lingkungan Dinzs Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan; dan

b. UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Selatan.
BAB Il
KEDUDUEAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1} UPT  Laboratorium Lingkungan merupakan Unit Pelaksang Teknis
Opcrasional Dinas Lingkungan Hidup Kz bupaten Barito Selatan.



(<)

(2)

(1)

(1)

UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lin gkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan,

Pasal 4

UPT Pengelolzan Sampah merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barita Selatan,

UPT Pengeiolaan Sampah dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Selatan.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
UPT Laboratorium Lingkungan mempuryai tugas melaksanakan kegiatan

lcknis operasional danfatau kegiatan icknis penunjang lertentu Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barite Selatun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud pada avat (1), Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan
[ungsi :

4. penyelenggaraan pelayanan penpujian contoh uji sesuai parameter
kualitas lingkungan;

b. pengembangan model atau scbagian model pengelolaan Laboratorium
Lingkungan dan kourdinasi dengan tetap memperhatikan  aspek

linglungan;
¢. penyelenggaraan pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
d. penycdian data kualitas lingkungan;

€. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit lerkait yang ada
hubungannya dengan bidang Lugas;

f. penyclenggaraan kepegawaian dan S13M, ketatausahasn, keuangan dan
urusan rumah tangga UPT Laboratorivm Lingltungan; dan

g penyusunan dan penyampaian laporar: secara periodik.
Pasal 6
UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

vperasional dan/atau  Kkegiatan teknis penunjang  tertentu  Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan,



{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaima.a dimaksud pada avat (1), Unit
Pelaksana Teknis {(UPT) Pengelolaan Sam pah menyvelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pengolahan sampali yang dapat jadikan bahan
bermanfaat;

L. pengembangan model atau sebagian model pengelolaan sampah dan
koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan;

c. penvediaan sampah anorganik;

d. penyelenggaraan kepegawaian, ketatzusahaan, keuangan dan urusan
rumah tangga UPT Pengelolaan Sampah;

c. penyclenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi trerhadap UPT
Pengelolaan Bampsali; dan

f. penyvusunan dan penyampaian laporar secara periodik.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

{1} Susunun Organisasi Laboratorivm Lingliungan terdiri dari :
a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
b. Bub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran { vang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Pengelolaan Sampan terdiri dari :
a. Kepala UPT Pengelolaan Sampah;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

¢, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Struktur UPT Pengelolaan Samypah schapgaimana tercantiom dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



(1)

(2}

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT

Bagian Kesati

UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 9

Kepala UPT Laboralorium Linglungan mempunyvai tugas melakukan
perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan
pelaksanaan  tugas  sesual  Peraturan  PerUndang-Undangan  agar
pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun dan molaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sesuai kewenangan;

b, menyusun dan mclaksanakan rencaia pelayanan pengujian contoh uji
parameter kualitas lingkungan dan retribusi;

¢. menyusun dan melaksanakan rencana pengambilan cantoh uji;

d. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model
uji contoh sampel parameter kualitas lingkungan;

¢, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, adoimisirasi wimnum
dan kepegawaian, peftatausahaan keuangan, sarana prasarana;

f. membag tugas dan mengendalikan p-laksansan kegiatan Laboratorium
Lingkungan;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Lingkungan;

h. melaporkan pclaksanaan tugas UPT Laboratorium  Lingkungan;
dan/atau

1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh alasan/pimpinan
sesuai peraturan Perlndang-Undangan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urnsan administrasi
umurm dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasaranea, sesuai dengan
pedoman dan aturan yang berlakaa,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub

Bagian Tata Usaha menvelenggarakan fu-gsi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Laboratorium
Lingkungan;

b, melaksanukan administrasi kepegawaian, surat menyuratl, data dan
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan
lingkungan UPT;



melaksanakan bimbingan dan membegi tugas;

d. melaksanakan urusan rumah tanggs, penatausahaan adminisirasi dan

kevangan untuk mendukung kepiatan UPT Laboratorium Lingkungan;

. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unil kerja terkalit

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan Jatau

melaksanalkan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai
dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

UPT Pengelolaan Sampah
Bagian kedua

Pasal 11

(1} Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelclaan Sampah mempunyai tugas
penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi terhadap Pengelolaan Sampah sesuai Peraturan PerUndang-
Undangan agar pclaksanaan tugas berdeyaguna dan herhasil guna.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1),
Kepala UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

a.

menyusun  dan  melaksanakan rercana kerja dan  anggaran  Unit
Pelaksuna Teknis Pengelolaan Sampa sesuai kewenangan;

- menylapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model

pengelolaan sampah:

menyiapkan saunpah anorganik untuk konsumsi peinakai;

. melaksanakan pembinaan sumber dava manusia, administrasi wmuam

dan kepegawaian, pefatausahaan lceuangan, sarana prasarana ;
membagi lugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
Sampah,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan sampah;

metaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengclolaan Sampah; das/atau

- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, pimpinan

sesual Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai lugns melakukan urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dalam rangka
mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Tcknis Pengelolaan Sampah,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal [1}, Sub
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi -



(1)

(1}

(2)

4

a. menyusun dan mclaksanakan rencana kegiatan UPT Pengelolaan
Sampah;

b. melaksanakan urusan rumah langga, perlengkapan dan peralatan,
pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT Pengelolaan Sampah;

e. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan
dokumen;

d. melaksanakan penalausahaan  adrinistrasi dan keuangan  untuk
mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
¢. membuat laporan pelaksanaan tugas trusan tata usaha; dan/atau

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan/ pimpinan sesuai
dengan peraturan PerUndang uundar gan.

Bagian kctiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

Kelompok Fungsional berkedudukan 11 bawal dan berlanggungjawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pcjabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompouk Jabalan Fungsional sebagaimana ayat (1) mcmpunvai lugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
kelerampilan tertenta.

Kelompok Jabatan Fungsional mempuryai tugas dan menyelenggarakan
fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

Kepala UPI' Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan
Sampah berkewwjibun memimpin dan mengoordinasikan scluruh kegiatan
pejabat struktural, Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada unit kerja.

Kepala UPT Laberatoriun Lingkungon dan Kepala UPT  Pengelolaan
Sampah berkewajiban melaksanakan lwoordinasi, intcgrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi pada unit kerja.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch Kepala Sub Bagian Tafa Usaha yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada atasannyva.

Kepala Bub Bagian Tala Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang
tugasnva.



9

(%) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah
dan Kepala Sub Bagian Tala Usaha rnasing-masing bertanggung jawab
memberikan  bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta
melaporkan hasil-hasil pelaksanaan ‘fugas menurut jenjang jabatan
masing-masing.

BAB vl
JABATAMN
Pasal 15

{1} Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan
Sumpah adalah Jabatan Struktural Eselon [V.a atau Jabatan Pengawas:
dan

[2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah uabatan Struktural eselon IV.b atau
Jabharan Pengawas.

BAB VIil
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pzsal 16

Kepala UPT Laboratoriumn Lingkungan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha scria Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 17

Scgala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Laberatorium Lingkungan dan
UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baritc Selatan
dibcbankan pada Anggaran Pendapatan darc Belanja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Un:dangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

{1} Peraluan Bupati ini diberlakukan paling lambat & {enam) bulan setelah
diundanglkan.

{2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada
beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Sclatan tctap melaksanakan tugasnya sampai dengan
diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan vang berlaku.
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Jabatan Kepala UPT Laboratorium Lingkungar, Kepala UPT Pengelolaan
sampat dan Kepaia Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila
Kepala UPT Laboralorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolasn Sampah
dun Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalaigan daiam raenjalankan itugasnva,
Bupati menunjuk Pejabat stan pelaksana sc dagai Pl

I_F.ﬁ[.‘- I
i v bt dmia

EETENTUAN PLNUTUR

]

T¥m mm 1 iy
Framn s

Pada saat Peraturan Bupaki ini mulai berlak.

dan Tata Kerja Unit Peluksana Tcknis Badan pada Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barite Sclatan
Talhun 2013 Nowmor 173 dan

2. Peraturen RBupati Barito Selatan Nomar 17 Tahun 7013 lentang Organisasi

o

Peraturan Bupal Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2013 ten tang Organisasi
dun Tara Kerja Uingt Pelaisana Toknis Dinas pads Ninas Perumaharn
Kebersihan dan Pertamanan Keabupat:n Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupalen Barito Selatan Tahun 2013 % pmor 21)

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada targgal diundanghkan.

Agar senap orang mengetabuinya, memeriatahkan pengundangan Perawran
Bupall ini dengan penemitapannya dalam Berita Daerah Kabupsten Barilo
Selatarn.
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BERITA DAERAI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014
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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMORE 3 TAHLUN 2008
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